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ABSTRAK Perlindungan hak ahli waris dalam hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan 
kebebasan pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan terhadap hak ahli waris 
legitimaris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan wasiat dalam 
hukum waris perdata Barat, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli 
waris, serta mengkaji penyelesaian konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris 
dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak karena 
dibatasi oleh ketentuan legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan 
kepada ahli waris tertentu. Apabila wasiat melanggar ketentuan tersebut, ahli waris 
dapat mengajukan tuntutan pengurangan (inkorting) atau pembatalan wasiat melalui 
pengadilan. Meskipun perlindungan hukum terhadap ahli waris telah diatur secara 
jelas dalam KUHPerdata, implementasinya masih menghadapi kendala berupa 
rendahnya pemahaman masyarakat dan proses penyelesaian sengketa yang 
memerlukan waktu serta biaya besar.  

Kata Kunci Hukum Waris, Wasiat, Ahli Waris, Legitieme Portie, KUH Perdata 
  
ABSTRACT The protection of heirs’ rights under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) is an 

important issue, particularly concerning the relationship between the testator’s freedom 
to make a will and the legal protection of legitimaries. This study aims to explain the 
position of wills in the Western civil inheritance law system, analyze the forms of legal 
protection for heirs, and examine the resolution of conflicts between wills and heirs’ rights 
in practice. The research applies a normative legal method with statutory and conceptual 
approaches. The findings indicate that the freedom to make a will is not absolute because 
it is limited by the concept of legitieme portie, which guarantees a compulsory portion for 
certain heirs. If a will violates these rights, heirs may file a claim for reduction (inkorting) 
or seek annulment of the will through the court. Although legal protection for heirs has 
been clearly regulated in the Civil Code, its implementation still faces challenges, 
including limited public understanding and lengthy as well as costly dispute resolution 
processes. 

Keywords Inheritance Law, Will, Heirs, Legitieme Portie, Civil Code  

1. PENDAHULUAN 

Secara kodrati, siklus hidup manusia berakhir pada kematian sebagai fenomena biologis yang 
lumrah. Namun, dalam perspektif hukum, kematian bukanlah sekadar peristiwa alami, melainkan 
sebuah peristiwa hukum yang membawa implikasi yuridis tertentu. Berhentinya kehidupan 
seseorang memicu berlakunya hukum waris, yakni cabang ilmu hukum yang mengatur tata cara 
pengalihan, pengurusan, serta penyelesaian hak dan kewajiban dari pewaris kepada para ahli 
warisnya. Hukum berperan penting dalam menetapkan status yuridis harta kekayaan seseorang 
pasca-kematian, khususnya terkait mekanisme pengalihannya kepada pihak lainnya. Jaminan 
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terhadap perbuatan hukum ini berakar pada perlindungan konstitusional yang termaktub dalam 
UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta secara operasional diatur 
dalam KUHPerdata. Esensi dari perlindungan ini adalah pengakuan atas hak setiap individu untuk 
menyusun wasiat sebagai manifestasi kehendak terakhirnya, mengingat kematian secara 
otomatis mengubah kedudukan hukum atas seluruh aset yang dikumpulkan selama masa hidup. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewaris diberikan kewenangan 
untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui suatu wasiat sebagai bentuk perbuatan hukum 
sepihak yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat tersebut menjadi instrumen penting 
dalam mengatur distribusi harta peninggalan sesuai dengan kehendak pewaris, sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, kebebasan 
tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata menetapkan adanya pembatasan terhadap kehendak 
pewaris melalui pengakuan hak-hak ahli waris tertentu yang dilindungi secara hukum, yakni ahli 
waris legitimaris. Perlindungan ini diwujudkan dalam konsep legitieme portie, yaitu bagian 
mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh pewaris melalui wasiat, seperti 
diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata. 

Dengan kata lain, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian harta, 
kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak minimum yang dimiliki 
oleh ahli waris legitimaris. Keberadaan pembatasan ini mencerminkan upaya hukum dalam 
menjaga keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak atau berwasiat dengan prinsip 
perlindungan terhadap kepentingan keluarga inti. Dalam pelaksanaannya dilapangan, apabila 
suatu wasiat melanggar ketentuan mengenai legitieme portie, maka ahli waris yang dirugikan 
dapat mengajukan tuntutan pengurangan (inkorting) guna menyesuaikan pembagian warisan 
sesuai dengan batas yang diperkenankan oleh hukum. Berdasarkan pemaparan di atas, penting 
untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana batasan kebebasan berwasiat dalam KUH Perdata 
diterapkan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak ahli waris legitimaris, 
serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan suatu wasiat. Kajian ini dilakukan untuk 
menjelaskan kedudukan wasiat dalam hukum waris KUH Perdata, menganalisis bentuk 
perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam KUH Perdata, serta mengkaji penyelesaian 
konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris dalam praktik.  

2. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, khususnya 
yang berkaitan dengan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 
Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan mengenai wasiat, perlindungan hak 
ahli waris legitimaris, serta penyelesaian konflik antara kehendak pewaris dan hak ahli waris 
dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan 
dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan 
pewarisan, wasiat, dan legitieme portie, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk 
memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, digunakan 
pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang 
relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 
studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber 
hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh 
dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan 
wasiat, perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta penyelesaian konflik antara wasiat 
pewaris dan hak ahli waris dalam praktik. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Kedudukan Wasiat dalam KUH Perdata 

Secara umum, hukum memberi kebebasan pada setiap orang untuk menentukan 
sendiri bagaimana harta kekayaannya akan dibagikan setelah si pewaris tersebut 
meninggal dunia melalui wasiat. Prinsip ini kita kenal sebagai kebebasan wasiat, yang 
mana si pewaris punya hak menunjuk siapa saja atas kemauannya sebagai penerima 
wasiat dan menentukan isi juga bentik kehendaknya selama masih dalam linear yang 
berlaku. Kebebasan ini termasuk perwujudan dari hak individu atas kepemilikan harta, 
akibatnya negara memegang prinsipnya dan menghormati kehendak terakhir seseorang 
terhadap harta dan bendanya. 

Namun dalam penerapannya, meskipun pewaris mempunyai kebebasan dalam 
membentuk wasiat, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terkhusus yang kaitannya erat dengan 
perlindungan terhadap ahli waris tertentu. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah 
adanya bagian mutlak atau yang sering kita dengar dengan istilah legitime portie, yakni 
bagian harta peninggalan yang wajib diberi pada ahli waris garis lurus dan tidak boleh 
dihilangkan dari wasiat. Dan apabila isi wasiat melanggar ketentuan mengenai bagian 
mutlak tersebut, maka wasiat bisa dikurangi atau bahkan dinyatakan tidak berlaku sejauh 
melanggar hak-hak para ahli waris yang tentu dilindungi. Selain itu wasiat juga tidak 
dilarang bertentangan dengan ketertiban umum juga kesusilaan yang berlaku. 

Hakikatnya wasiat baru memiliki kekuatannya hukum dan mampu dilaksanakan jika 
si pewaris sudah dikatakan meninggal dunia. Jadi jika selama si pewaris masih hidup, 
wasiat itu masih bisa diubah atau juga dicabut sewaktu-waktu dengan kehendak 
pembuatnya.  Setelah pewaris meninggal dunia, wasiat menjadi mengikat dan harus 
dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan, sepanjang telah memenuhi syarat sah 
yang ditentukan oleh hukum. Dalam hal terjadi sengketa, wasiat dapat dijadikan sebagai 
alat bukti yang memiliki kekuatan hukum, terutama apabila dibuat dalam bentuk akta 
otentik, seperti wasiat umum di hadapan notaris. 

3.2 Perlindungan Hak Ahli Waris dalam KUH Perdata 
Legitime portie merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang harus diberikan 

kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan oleh kehendak pewaris. Dalam 
sistem hukum waris perdata, konsep ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum 
terhadap ahli waris agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak pewaris, khususnya 
melalui wasiat. Ketentuan mengenai legitime portie menegaskan bahwa kebebasan 
seseorang dalam mengatur pembagian harta kekayaannya tidak bersifat absolut, 
melainkan dibatasi oleh hukum demi menjaga keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, 
legitime portie merupakan instrumen yang menjamin keseimbangan antara kepentingan 
individu (pewaris) dan kepentingan keluarga sebagai ahli waris yang sah. 

Legitime portie juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif untuk 
mencegah timbulnya sengketa warisan. Dengan adanya ketentuan bagian mutlak, hukum 
memberikan batasan yang jelas terhadap pembagian harta peninggalan, sehingga 
mengurangi potensi konflik antar ahli waris. Dalam praktiknya, legitime portie sering 
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris, terutama ketika 
terdapat pelanggaran terhadap hak ahli waris. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya 
bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam penegakan hukum waris di 
Indonesia. 

Dalam KUH Perdata, pihak yang berhak atas legitime portie pada dasarnya adalah ahli 
waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas. Ahli waris dalam garis lurus ke 
bawah meliputi anak-anak dan keturunannya, sedangkan garis lurus ke atas meliputi 
orang tua dan leluhur lainnya apabila tidak terdapat keturunan. Kelompok ini 
memperoleh perlindungan khusus karena memiliki hubungan darah langsung dengan 
pewaris, sehingga dianggap sebagai pihak yang paling berhak atas harta peninggalan 
tersebut.  
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Tidak semua ahli waris memiliki hak atas legitieme portie. Hanya ahli waris tertentu 
yang disebut sebagai legitimaris yang berhak atas bagian mutlak tersebut. Hal ini 
berkaitan dengan tujuan utama legitime portie, yaitu memberikan perlindungan kepada 
pihak yang memiliki kedudukan paling dekat dan bergantung pada pewaris. Dengan 
demikian, legitime portie menunjukkan adanya diferensiasi perlindungan hukum dalam 
sistem waris perdata, di mana tidak semua ahli waris diperlakukan sama, melainkan 
disesuaikan dengan hubungan hukum dan kepentingannya terhadap pewaris. 

KUH Perdata secara tegas melarang pengurangan atau penghilangan hak legitime 
portie melalui wasiat. Artinya, meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan 
pembagian harta melalui testament, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum 
yang melindungi bagian mutlak ahli waris. Apabila suatu wasiat melanggar legitime 
portie, maka wasiat tersebut tidak serta-merta batal, tetapi harus dikurangi (inkorting) 
agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum 
memberikan batasan yang jelas terhadap kebebasan individu demi melindungi hak ahli 
waris yang sah. 

Pelanggaran terhadap legitime portie memberikan hak kepada ahli waris untuk 
mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh bagian yang seharusnya mereka terima. 
Ahli waris dapat meminta pengadilan untuk melakukan penyesuaian terhadap isi wasiat 
melalui mekanisme inkorting. Dengan demikian, larangan mengurangi hak mutlak ahli 
waris tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat 
ditegakkan melalui proses peradilan. Ketentuan ini memperkuat fungsi legitime portie 
sebagai alat perlindungan hukum yang efektif dalam sistem hukum waris perdata 
(Sibarani, 2016). 
3.2.1 Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Praktik 

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sistem hukum waris perdata 
pada dasarnya telah diatur secara cukup komprehensif dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama melalui ketentuan mengenai 
legitime portie dan asas-asas kewarisan. Perlindungan ini bertujuan untuk 
menjamin agar hak-hak ahli waris tidak dirugikan, baik oleh tindakan pewaris 
maupun oleh pihak ketiga. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut dinilai cukup 
efektif karena adanya mekanisme hukum yang memungkinkan ahli waris untuk 
menuntut haknya melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran, seperti 
penghilangan bagian mutlak atau penguasaan harta warisan secara melawan 
hukum. 

Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih 
menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya 
pemahaman masyarakat mengenai hukum waris dan proses penyelesaian sengketa 
waris melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu lama serta biaya yang 
tidak sedikit. Hal ini berpotensi memicu ketegangan di antara anggota keluarga 
yang dapat merusak kerukunan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif 
perlindungan hukum terhadap ahli waris telah memadai, implementasinya masih 
memerlukan peningkatan, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat maupun 
efisiensi sistem peradilan agar tidak memperpanjang konflik. 

Pengaturan hukum waris dalam KUH Perdata memiliki beberapa kelebihan, di 
antaranya adalah adanya kepastian hukum yang jelas melalui pengaturan 
mengenai golongan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta adanya 
konsep legitime portie yang melindungi hak ahli waris tertentu secara individual. 
Selain itu, sistem pewarisan dalam KUH Perdata juga bersifat sistematis dan 
terstruktur, di mana setiap ahli waris bebas menguasai dan memiliki harta warisan 
berdasarkan bagiannya secara absolut. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan 
landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan 
terukur. 

Pengaturan dalam KUH Perdata juga memiliki beberapa kelemahan. Salah 
satunya adalah sifatnya yang kaku, sangat individualistis, dan kurang fleksibel 
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dalam menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern, terutama dalam 
konteks pluralisme hukum di Indonesia yang juga menjalankan hukum adat dan 
hukum Islam secara beriringan. Selain itu, KUH Perdata masih mengandung 
beberapa ketentuan yang dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan 
penafsiran. Hal ini dapat berdampak pada munculnya sengketa waris yang 
berkepanjangan karena kecenderungan pembagian secara individual kerap 
merenggangkan tali kekerabatan. 

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa 
waris, khususnya dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum waris 
yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam hal terjadi sengketa, hakim tidak hanya 
berfungsi sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga sebagai penafsir hukum 
yang harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan konsep legitime portie 
sebagai dasar pertimbangan putusan untuk membatalkan wasiat atau perbuatan 
hukum sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, guna 
menjamin hak mutlak mereka. 

Hakim juga berperan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa, baik 
melalui putusan pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif seperti mediasi. 
Dalam konteks ini, hakim dapat mendorong para pihak untuk mencapai 
kesepakatan damai guna menghindari konflik yang berkepanjangan dan menjaga 
keutuhan keluarga. Peran ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak 
sebagai corong undang-undang yang formalistik, tetapi juga sebagai fasilitator 
dalam menciptakan keadilan yang substantif bagi para pihak yang bersengketa. 
Dengan demikian, keberadaan dan aktifnya peran hakim menjadi elemen kunci 
dalam menjamin efektivitas penerapan hukum waris di Indonesia. 

3.3 Konflik antara Wasiat Pewaris dan Hak Ahli Waris dalam Praktik 
Dalam penerapan hukum waris di Indonesia, isu konflik antara hak ahli waris dengan 

wasiat pewaris menjadi topik yang cukup kompleks karena mempertemukan dua prinsip 
penting, yakni kebebasan berwasiat dan juga perlindungan hak mutlak ahli waris 
terkhusus dalam pembahasan legitme portie hukum waris perdata di Indonesia yang 
menjamin minimum bagi ahli waris tertentu. Permasalahan ini biasanya muncul saat isi 
wasiat yang dibuat oleh si pewaris tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang sifatnya 
mengatur batasan dalam pemberian suatu harta, sehinggal menciptakan ketegangan 
antara kehendak pribadi pewaris dan juga kepentingan hukum ahli waris, yang biasanya 
dianalisis dalam kajian pertentangan asas kebebasar berwasiat dan perlindungan ahli 
waris. 

Dari sudut pandang hukum perdata, kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya 
kebebasan berwasiat bukan suatu hak absolut, melainkan tetap tunduk pada pembatasan 
hukum demi menjaga keseimbangan hak, seperti yang dibahas dalam konteks 
pembatasan kebebasan berwasiat dalam sistem hukum waris di Indonesia. Bentuk konflik 
yang cukup sering terjadi dalam praktiknya antara lain adalah ketika si pewaris memberi 
sebagaian atau bahkan seluruh hartanya kepada pihak di luar ahli waris yang sah, baik 
pada individu tertentu ataupun lembaga seperti yayasan, yang berpotensi mengurangi 
hak ahli waris yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selain itu konflik juga bisa muncul 
dalam hal pembagian yang dirasa tidak proporsional antar ahli waris, misal, adanya 
diskriminasi pemberian bagian tanpa dasar yang sah, yang mengakibatkan ketidakadilan 
distribusi warisan akibat wasiat pewaris. Namun dalam pengimplementasiannya, 
sengketa sejenis ini seringkali berujung pada gugatan di pengadilan karena masing-
masing pihak mempunyai kepentingan hukum yang saling bertentangan. 

Contoh kasus yang terkadang muncul adalah saat si pewaris membuat wasiat yang 
secara signifikan menurangi atau bahkan menghilangkan bagian ahli waris, dengan misal 
mengalihkan sebagian besar asetnya pada pihak ketiga, atau pasangan diluar 
perkawinannya, atau institusi tertentu. Dan dalam beberapa putusan pengadilan, masih 
bisa ditemukan bahwa wasiat sejenis ini tetap dipermasalahkkan oleh ahli waris karena 
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dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Situasi ini memberi 
gambaran bahwa meskipun secara formal wasiat dianggap sah dibuat, namun subtansinya 
tetap bisa diuji secara hukum jika merugikan pihak tertentu. 

Sebagai upaya dalam mengatasi konflik tersebut, hukum memberikan beberapa upaya 
yang bisa ditempuh oleh ahli waris, salah satunya adalah gugatan pengurangan wasiat 
atau yang disebut inkorting. Ini merupakan mekanisme hukum untuk menyesuaikan isi 
wasiat supaya tidak melanggar hak mutlak dari si ahli waris. Selain itu, ahli waris juga bisa 
mengajukan pembatalan wasiat bilamana kedapatan cacat hukum didalamnya, seperti 
tidak terpenuhinya syarat formil, adanya paksaan, penipuan, atau bahkan 
ketidakmampuan pewaris saat pembuat wasiat. Dengan hadirnya mekanisme ini, hukum 
berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kehendak si pewaris dan perlindungan 
terhadap ahli waris. 

4. KESIMPULAN  

Dalam hukum perdata di Indonesia, setiap orang pada dasarnya diberikan kebebasan untuk 
menentukan nasib harta kekayaannya setelah meninggal dunia melalui sebuah wasiat. Namun, 
kebebasan berwasiat ini nyatanya bukanlah hak yang mutlak. KUH Perdata membatasi kehendak 
pewaris tersebut demi menjaga keseimbangan dan rasa keadilan di dalam institusi keluarga, salah 
satunya melalui penerapan konsep legitieme portie atau bagian mutlak. Konsep ini hadir sebagai 
tameng pelindung utama bagi ahli waris dalam garis lurus (legitimaris), memastikan bahwa hak 
minimum mereka atas harta peninggalan tidak bisa dihilangkan begitu saja secara sepihak oleh 
pewaris. Hal ini menegaskan bahwa hukum menempatkan perlindungan terhadap keluarga 
sedarah di atas kebebasan individu dalam mendistribusikan hartanya. 

Benturan antara kebebasan pewaris dan hak perlindungan ahli waris inilah yang sering kali 
memicu sengketa dalam praktiknya, terutama ketika isi wasiat dirasa memotong porsi ahli waris 
yang sah. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian 
yang tegas berupa inkorting (tuntutan pengurangan). Melalui langkah ini, pengadilan memiliki 
kewenangan untuk menyesuaikan atau memotong pemberian wasiat yang berlebihan agar porsi 
legitieme portie tetap terpenuhi secara proporsional. Di samping itu, ahli waris juga mempunyai 
ruang untuk menuntut pembatalan wasiat sepenuhnya apabila terbukti adanya cacat hukum 
dalam proses pembuatannya, baik secara formil maupun materiil. 

Meskipun secara normatif instrumen perlindungan waris dalam KUH Perdata sudah tersusun 
dengan sangat terstruktur dan menjamin kepastian hukum, penerapannya di lapangan masih 
dihadapkan pada berbagai realitas yang menantang. Minimnya literasi hukum di masyarakat 
mengenai batasan kewarisan, ditambah dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang 
kerap menyita waktu dan biaya, sering kali mengurangi efektivitas perlindungan itu sendiri. Di 
titik inilah peran hakim menjadi sangat krusial. Hakim dituntut untuk tidak sekadar bertindak 
sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus mampu menafsirkan dan menyeimbangkan 
antara kepastian hukum dengan keadilan yang substantif bagi para pihak yang bersengketa. 
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